SAMBUTAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI


Assalamu alaikum wr. wb


Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadhirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat lainnya semoga kita termasuk hamba-Nya yang selalu beribadah kepada-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada kita dalam menapaki kehidupan di dunia ini. 

Buku kecil ini merupakan ringkasan dari sejarah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang menurut rencana dalam waktu dekat ini akan diterbitkan sebuah buku sejarah yang berjudul MENILIK PERAN MAHKAMAH SYARI’YAH DI BUMI SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH. Dalam buku tersebut akan memberikan penjelasan dan wawasan ke depan tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama di seluruh wilayah Provinsi Jambi dari masa ke masa. Karena Peradilan Agama di Provinsi  Jambi telah ada sejak mulai zaman penjajahan, hidup dan berkembang hingga  sampai saat ini. Tentu pangkal sejarah yang telah mencatat tumbuh berkembang dan berkemajuan hingga  sampai seperti sekarang ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin masa lalu, masa sekarang dan juga calon pemimpin pada masa yang akan datang di Provinsi Jambi. 

Buku kecil ini hanya menggambarkan sekilas tentang perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga  sampai saat ini. Jika terdapat kekurangan misalnya ada tokoh atau pelaku sejarah yang belum tercatat tentunya terbuka lebar untuk menyampaikan kritik dan saran yang berkemajuan untuk perbaikan bagi terbitnya buku sejarah MAHKAMAH SYAR’IYAH DI BUMI SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH. Insya Allah pada tahun 2015 ini, akan kita launching sejarah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk yang pertama kalinya


Demikian sambutan ini semoga ada manfaatnya kepada kita semua, amin.


Assalamu alaikum wr. wb.


Jambi,  3 Pebruari 2015


Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi


Drs. H. Djajusman MS, S.H., M.H., MM.Pd


NIP. 19500317 197611 1 001
Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi XXII (1993 – 2015)
Perkembangan Peradilan Agama di Provinsi Jambi

Di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

Menuju Peradilan Agama Berkah dan Berprestasi

A. Pendahuluan

Dalam  rangka  memperingati Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Jambi XXII (1993-2015) Tahun 2015 di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, kiranya kita perlu merenungkan ulang apa dan bagaimana peradilan agama di masa lalu, kemudian bagaimana pembinaannya ke depan agar dapat memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam secara prima selaras dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam kesempatan ini, marilah kita sejenak mereviu kembali sejarah pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama di Provinsi Jambi sebagai modal untuk melangkah maju ke depan menuju peradilan yang agung dan berwibawa melekat di hati rakyat.
Daerah Jambi tidak terlepas dari pengaruh Islam yang berkembang di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang pada saat itu telah melahirkan peradilan agama dan terus berkembang sampai sekarang. Kini, sudah saatnya kita ke depan harus membangun Peradilan Agama menuju Peradilan Berkah dan Berprestasi. 
B. Peradilan Agama Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman
Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang secara teknis yustisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Agama terdiri atas: (1) Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota di Provinsi Aceh) sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan (2) Pengadilan Tinggi Agama (Mahkamah Syar’iyah Aceh) sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Kedudukan dan kelembagaan Peradilan Agama dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia saat ini sebagaimana tergambar pada bagan di bawah ini. 
PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
DI INDONESIA



Keterangan:

1. Dasar hukum: Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.
2. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan dan pucuk pimpinan pengadilan dari empat lingkungan peradilan.
Peradilan Agama di Indonesia merupakan upaya perwujudan dari sistem peradilan syariah Islam yang mulai diselenggarakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni sejak 1433 tahun hijriyah silam. Nabi Muhammad adalah hakim (qadli) pertama dalam Islam. Syariah Islam, selain mengajarkan tentang ibadah, juga mengajarkan tentang hukum yang mengatur kehidupan umat manusia dan hubungan antar sesama dalam kegiatan beragama, berkeluarga, bermasyarakat, berniaga, bernegara, dan berhubungan dengan lingkungan alam semesta. Untuk beribadah diperlukan masjid sebagai tempat ibadah, untuk menegakkan hukum diperlukan hakim (pengadilan) sebagai media menyelesaikan sengketa. Di mana ada umat Islam, di sana ada masjid. Di mana ada umat Islam, di sana ada hukum Islam. Di mana ada hukum, di sana harus ada hakim. Di mana ada hukum Islam, di sana harus ada hakim Islam.
Peradilan Agama di Indonesia pada awalnya diselenggarakan oleh masyarakat muslim di serambi-serambi masjid atau surau dalam bentuk tahkim dan/atau tauliyah ahlul hilli wal ‘aqdi. Kemudian pada masa Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ditingkatkan menjadi pengadilan negara dalam bentuk tauliyah ulil amri dzu syaukah di Kerajaan/Kasultanan. Proses pembentukan Peradilan Agama di Indonesia dahulu memang mengalami beberapa fase yang oleh Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan
 dilukiskan sebagai berikut: 

a. Fase tahkim. Dalam keadaan belum ada ”qadli” atau ”hakim” yang diangkat oleh penguasa/pemerintah, maka penyelenggaraan peradilan Islam dapat dilakukan dengan cara ”tahkim”, yakni penyerahan penyelesaian sengketa antara para pihak kepada seorang ”muhakkam” untuk memberi keputusan antara mereka berdasarkan kesepakatan dan mereka bersepakat pula untuk menaati keputusan muhakkam tersebut.
 Muhakkam dapat bertindak sebagai mediator ataupun arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Periode tahkim ini merupakan embrio awal pertumbuhan peradilan agama di Indonesia.
 

b. Fase tauliyah ahlul hilli wal aqdi. Dalam keadaan suatu kelompok umat Islam sudah teratur membentuk suatu komunitas (masyarakat), maka penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan pemilihan dan baiat oleh ”ahlul hilli wal ’aqdi”, yakni pengangkatan oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat atas seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai hakim. Pelimpahan ini disebut ”tauliyah ahlul hilli wal ’aqdi”. Tauliyah berarti pelimpahan kekuasaan. Ahlul hilli wal ’aqdi berarti orang/lembaga yang berkompeten dan mampu memecahkan masalah dan mengatur atau mengikat masyarakat. Periode ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari periode tahkim.
c. Fase tauliyah ulil amri dzu syaukah. Dalam hal sudah ada pemerintahan, maka penyelenggaraan peradilan Islam menjadi tanggung jawab negara. Hakim (qadli) diangkat oleh penguasa. Hal ini disebut ”tauliyah ulil amri dzu syaukah” (pelimpahan kekuasaan mengadili dari negara).

Selanjutnya pada Tahun 1882, melalui Stbl No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Januari 1882 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882, peradilan Islam ini diakui oleh Pemerintah Penjajah Belanda menjadi pengadilan Negara dalam sistem Pemerintahan Hindia Belanda yang terus berlanjut sampai sekarang. Tahun 1882 inilah yang kemudian dijadikan momentum kelahiran Peradilan Agama. Peradilan agama merupakan suatu sistem peradilan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh penguasa (negara) atas dasar perintah Allah SWT dalam al-Quran dan merupakan bagian takterpisahkan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berniaga, dan bernegara.
 Peradilan syariah Islam inilah yang sekarang menjadi Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Pengadilan Negara di bawah Mahkamah Agung.

Dahulu dalam sejarahnya di Indonesia, Peradilan Agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang beragam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, antara lain, sebagai berikut:

1. Pengadilan Surambi atau Pengadilan Surau di Kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di surambi Masjid Agung. Semula pengadilan ini disebut dengan Pradoto. Ketua pengadilan Surambi adalah Raja sendiri. Namun demikian, urusan peradilan sehari-hari biasanya diserahkan kepada penghulu.
 
2. Priesterraad atau Godsdientge Rechtspraah yang diatur dalam Stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan Priesterraad (Pengadilan Pendeta) yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama.

3. Penghoeloegerecht yang diatur dalam Stbl Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama Priesterraad.

4. Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.

5. Kerapatan Qadhi (sebagai Pengadilan Tingkat Pertama) dan Kerapatan Qadhi Besar (sebagai Pengadilan Tingkat Banding) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur, yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 638 dan 639.

6. Sooryo Hooin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hooin (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa Penjajahan Jepang.

7. Majelis Agama Islam
 yang dibentuk berdasarkan Ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.

8. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan. Penyebutan ini dipakai sebelum berlakunya PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.

9. Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syariah Islam pada saat itu.

10. Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syariah. Qadi syarak (kalem) di Jambi.
11. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi, yang diatur  dalam PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.

12. Mahkamah Syar’iyah di Aceh dan daerah Sumatera lainnya.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama: (1) Pengadian Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama; dan (2) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding.
C. Sejarah Pembentukan  Provinsi  Jambi 
1. Masa Penjajahan

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. 


Kekuasan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur. 

2. Masa Kemerdekaan 

Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. 


Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi. 


Dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK) 


Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Wakil Presiden Bung Hatta di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci) 


Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. Dr. Mr. Hazairin. 


Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi. 


Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957 . 


Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. 


Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gelar Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H. A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd. Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi). 


Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) ditetapkan sebagai Undang-undang. 


Dalam Undang-Undang No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf (b), bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir. 

Kelanjutan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi

D. Sejarah Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 

Pada mulanya, Pengadilan Agama di Provinsi Jambi masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sumatera Barat. Kemudian, pada tahun 1992 lahir Undang-Undang No. 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sebagai tindaklanjutnya,  maka diadakanlah peresmian PTA Jambi dan serah terima wilayah hukum PTA Padang ke PTA Jambi pada tanggal 6 Pebruari 1993 di gedung DPRD Provinsi Jambi. Pada saat peresmian PTA Jambi mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :
1. Pengadilan Agama Jambi

2. Pengadilan Agama Muara Bulian

3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal

4. Pengadilan Agama Muara Bungo

5. Pengadilan Agama Bangko

6. Pengadilan Agama Sungai Penuh


Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada mulanya menempati kantor di Jl. Soemantri Brojonegoro (Simpang Pulai) Jambi dari awal tahun 1993 s.d. tahun 1995 dengan menyewa sebuah rumah. Sebagai Ketua pertama dijabat Drs. H. Abdul Razak, SH. Pada saat itu selain Ketua, hanya ada satu orang pegawai H.M. Yahya Kadir, BA yang bertugas sebagai Bendahara rutin dan gaji. Sebulan kemudian, baru ada penambahan pegawai sebagai Panitera yakni Drs. Sudirman Cik Ani, dan beberapa bulan kemudian menyusul pegawai yang lain yakni S. Helmi, SH, Hartati, SH dan  M. Saman.

 
Pada tahun anggaran 1993/1994 Pengadilan Tinggi Agama Jambi mendapat Proyek Pelita dari Departemen Agama Pusat untuk pembangunan gedung kantor baru berlantai 2 (dua) dengan luas 671,56 m2, terletak di Jl. H. Agus Salim Kota Baru Jambi di atas tanah seluas 3.494 m2 dengan status hak pakai dari Pemda Tk. I Propinsi Jambi dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 344 tahun 1994 tanggal 23 Juli 1994. Sekarang ini, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki gedung sendiri yang dibangun dengan Pelita tahun 1999/2000 dan sebuah mushalla yang diberi nama At-Taufiq yang diresmikan oleh Drs. H. Syamsuhadi, SH. M.Hum (Dirbinbapera Islam) pada tanggal 12 September 1999. 

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republlik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuk pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.


Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian

3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal

4. Pengadilan Agama Muara Bungo

5. Pengadilan Agama Bangko

6. Pengadilan Agama Sungai Penuh

7. Pengadilan Agama Muara Sabak

8. Pengadilan Agama Sarolangun

9. Pengadilan Agama Muara Tebo

10. Pengadilan Agama Sengeti

Sejalan dengan bergulirnya waktu, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mengalami beberapa pergantian dengan rincian sebagai berikut :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi :

1. Drs. H. Abdul Razak, SH ( 1993 – 1997 )

2. Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH ( 1997 – 2000 )
3. Drs. H. Mahfudh Arhasy, SH ( 2000 – 2003 )
4. Drs. H. Said Husin, SH ( 2003 – 2004 )
5. Drs. H. Hefni Hs. Hasan, M. Hum ( 2004 – 2008 )
6. Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH ( 2008 – 2014 )
7. Drs. H. Djajusman MS, SH., MH., MM.Pd ( 2014 s.d. sekarang )
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi :
1. Drs. H. Chatib Rasyid, SH ( 1995 – 2000 )
2. Drs. H. Muchtar Zamzami, SH ( 2000 – 2003 )

3. Drs. H. Muwahhidin, SH., MH ( 2003 – 2008 )

4. Drs. Buchori Ras ( 2008 – 2010 )

5. Drs. H. Yamin Awie, SH., MH ( 2010 – 2014 )

6. Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M. Hum ( 2014 s.d. sekarang )
E. Kondisi Sekarang


Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mengalami kemajuan yang signifikan, baik dari segi SDM maupun perangkat yang digunakan. Saat sekarang, terdapat 23 (dua puluh tiga) orang Hakim Tinggi (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dengan latar belakang pendidikan 2 (dua) orang S.3, 11 (sebelas) orang S.2 dan 10 (sepuluh) orang S.1.  Tugas-tugas Hakim Tinggi dalam bidang yustisial dibantu oleh tenaga pejabat Kepaniteraan dan didukung oleh pejabat Kesekretariatan.


Dalam melaksanakan tugas, Hakim Tinggi, pejabat Kepaniteraan dan pejabat Kesekretariatan telah menggunakan teknologi informasi dengan fasilitasi Wifi yang memadai. Berbicara tentang teknologi informasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi meraih peringkat ketiga nasional dalam pengelolaan website dan peringkat pertama nasional dalam pembuatan berita yang dipublish pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

F. Sekilas Pembinaan Peradilan Agama

Pada tahun 1989, diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, maka kedudukan dan kelembagaan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara disejajarkan dengan Peradilan Umum, dan juga Peradilan lainnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya dengan amandemen UUD Tahun 1945 pada tahun 2001, maka Lingkungan Peradilan Agama, bersama-sama dengan Lingkungan Peradilan lainnya, memiliki landasan konstitusional dalam UUD Tahun 1945, di bawah Mahkamah Agung RI.
Menurut catatan sejarah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia,
 lembaga-lembaga yang membina Peradilan Agama terjadi pergeseran mengikuti irama sistem ketatanegaraan pada masanya, sebagai berikut:

a. Pada zaman kerajaan-kerajaan Islam sampai dengan 19 Januari 1882, pembinaan Peradilan Agama dilakukan oleh Sultan-sultan setempat.

b. Sejak 19 Januari 1882 sampai dengan 25 Maret 1946, pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.

c. Terhitung mulai tanggal 26 Maret 1946 samapi dengan 16 Desember 1970, pembinaan dilakukan oleh Departemen Agama. 

d. Mulai tanggal 17 Desember 1970 sampai dengan 30 Juni 2004, pembinaan Peradilan Agama dilakukan oleh dua institusi, yaitu: (1) pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung; sedang (2) pembinaan organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Departeman Agama.

e. Kemudian sejak tanggal 30 Juni 2004, pembinaan teknis yustisial maupun organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung, bersama-sama badan peradilan lainnya di Indonesia.

E. Menuju Peradilan Agama Berkah Dan Berprestasi 
Pada era reformasi birokrasi sekarang ini, diperlukan pengubahan pola pikir para pemangku Peradilan Agama menuju peradilan yang agung dan berwibawa melekat di hati rakyat. Untuk itu, segenap jajaran peradilan mau tidak mau, dengan secara sadar dan bertanggung jawab, harus melakukan pengubahan diri yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu:
1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan). Pola pikir setiap aparatur pengadilan harus diubah dari pola pikir yang selama ini menempatkan dirinya sebagai pejabat atau penguasa diubah menjadi menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat (abdi masyarakat). Setiap aparatur pengadilan harus memiliki budaya kerja yang baik, yakni bekerja cepat, tepat dan profesional demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan keadilan.    

2. Penataan Peraturan Per-Undang-Undangan. Setiap kinerja harus berdasarkan atas hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil rapat dan lain sebagainya, yang terdokumentasi dengan tertib. Peraturan hukum harus ditata sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem yang bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi.                     

3. Penataan dan Penguatan Organisasi. Organisasi harus didesain sesuai kebutuhan untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi secara efektif dan efisien, menghindari tumpang tindih tupoksi dan meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tupoksi. Penataan dan penguatan organisasi dilakukan dengan memberdayakan setiap unit yang telah ada, khususnya pada kepaniteraan hukum, serta menambah unit-unit baru yang diperlukan sesuai tujuan tupoksi organisasi pengadilan.                                 

4. Penataan Tatalaksana. Tatalaksana organisasi diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi sistem, proses, dan prosedur yang jelas dengan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas kinerja pengadilan. Penataan kantor didesain sedemikian rupa agar dapat memberi rasa nyaman bagi pencari keadilan dan bagi petugas pelayan hukum dan keadilan sehingga pelayanan dapat dapat berjalan dengan lancar, aman dan nyaman serta bebas KKN. Tataruang kerja diatur sedemikian rupa untuk menghindari pertemuan langsung aparat pengadilan dengan pencari keadilan, kecuali petugas atau pejabat yang berkompeten, sesuai tatakerja (protap) yang telah ditetapkan. Selain itu, penataan kantor harus pula mencerminkan kewibawaan pengadilan di mata publik.   


5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Penataan sistem menejemen SDM Aparatur ditujukan untuk: (1) meningkatkan profesionslisme SDM Aparatur yang transparan dengan gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan guna meningkatkan ketaatan SDM, transparansi dan akuntabilitas, disiplin SDM, dan efektifitas pengelolaan menejemen aparatur; (2) mencetak aparatur pengadilan yang tampil prima, yakni tampil ramah, rapi, sopan, santun, murah senyum, sabar, percaya diri, berwibawa, penuh simpati, jujur, amanah, komunikatif, senang bergaul, menyejukkan, senang menyenangkan orang, mampu memberi sara aman dan nyaman, senang belajar dari orang lain, dan profesional di bidangnya; (3) mencetak hakim yang profesional sebagai hakim di mata hukum dan ulama di mata umat, sebagai pembina dan pengawas pengadilan dan aparatur pengadilan, dan sebagai pemikir dan pelaku pembaharuan dengan memperhatikan kesadaran dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga pengadilan akan melekat di hati rakyat; (4) setiap aparat pengadilan dilarang bertemu langsung dengan pencari keadilan, kecuali petugas atau pejabat yang berkompeten sesuai tatakerja (protap) yang berlaku.
6. Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi dan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kepercayaan publik, dan  menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang dengan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, memperbaiki status opini BPK, dan serta kepatuhan pada penerapan hukum acara secara adil dan transparan. Penguatan pengawasan dilakukan, antara lain, dengan menerapkan sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP) secara tertib dan berkesinambungan, penerapan peraturan tentang disiplin PNS, kode etik pegawai, dan juga kode etik dan pedoman perilaku hakim. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah membentuk dan menerapkan Desain Terpadu BINWAS, BIMTEK, SIADPA, Info Perkara dan Teknologi Informasi.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penguatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan penetapan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja organisasi pada setiap unit kerja di pengadilan yang ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan.

   
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan pelayanan publik dimaksudkan agar masyarakat mendapat pelayanan hukum dan keadilan dengan cepat, aman, mudah, murah, adil dan tidak ada diskriminasi sehingga kepuasan masyarakat pengguna jasa pengadilan semakin meningkat. Peningkatan pelayanan publik dilakukan, antara lain, melalui penyediaan meja informasi, informasi tentang prosedur beracara serta hak dan kewajiban pencari keadilan, penetapan jadwal waktu pelayanan, penerapan hukum acara secara adil, pos bantuan hukum, transparansi proses peradilan dan putusan hakim, transparansi biaya perkara dan pengembalian sisa panjar, peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan SIADPA & SIADPTA. Pelayanan publik dilakukan oleh aparatur pengadilan yang kompeten di bidangnya, profesional, ramah, santun, penuh hormat dan menyejukkan. Selain itu, perlu dibentuk Pengadilan Agama baru di Kabupaten Kerinci sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan segenap aparatur pengadilan dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang meliputi delapan area tersebut akan meningkatkan keagungan dan  kewibawaan pengadilan yang berkah dan berpresatasi.
F. 9 (sembilan) Program Prioritas PTA Jambi 2014 - 2016
1. Penataan dan Peningkatan Mutu SDM Peradilan Agama. Dalam upaya peningkatan mutu SDM di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Jambi, PTA Jambi melakukan kerja sama dalam bentuk MoU dengan IAIN dan Universitas Batanghari untuk program S.2 dan Universitas Jambi untuk program S.3. 
2. Penertiban dan Pemanfaatan BMN Peradilan Agama. Dalam upaya penertiban administrasi berupa aset Barang Milik Negara, sedang dan akan dilakukan penataan administrasi berupa sertifikasi dan dokumen lainnya sehingga aset berupa tanah dan bangunan harus mempunyai sertifikat atas nama Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI.   
3. Pemantapan Peran Peradilan Agama Dalam Forkompimda. Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus mandiri dan bebas dari pengaruh manapun. Namun demikian, dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi tetap menjaga hubungan baik dari berbagai sektor termasuk di dalamnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan berupaya agar dapat memainkan peranan strategis sesama Forkompimda Provinsi Jambi. 
4. Peningkatan Kewibawaan dan Performance Peradilan Agama. Sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan aparaturnya harus tampil dengan arif dan bijaksana dalam posisinya sebagai penegak hukum. Performance ini sangat penting dijaga karena berimbas kepada kepercayaan publik. Terlebih, Pengadilan Agama membutuhkan trust yang tinggi terkait kewenangan ekonomi syariah.
5. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. Mindset warga Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus tetap ditujukan untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terayomi dan terlindungi akan hak-haknya sebagai warga negara yang sadar hukum.
6. Peningkatan Mutu Pelayanan Hukum dan Keadilan. Setiap aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus berupaya untuk meningkat ilmu dan wawasan. Hal ini sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan hukum dan keadilan. Masyarakat pencari keadilan bukan hanya mencari kepastian hukum, tetapi juga mencari keadilan yang sebenarnya.   
7. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Website. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam era globalisasi sekarang sudah merupakan keniscayaan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menguasai teknologi informasi, sebab kemajuan dapat dicapai apabila telah menguasai teknologi informasi. Selain itu, website adalah merupakan jendela suatu lembaga dalam memberikan keterbukaan informasi. Apa yang telah dicapai sekarang ini, yaitu website Pengadilan Tinggi Agama Jambi bertengger pada urutan ketiga nasional, harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.   
8. Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Sipil Negara dan SIMPEG. Bahwa pelayanan terhadap aparatur negara sangat diperlukan, karena hal tersebut berhubungan dengan karir seseorang. Peningkatan pelayanan dapat berwujud dengan semakin baiknya validasi data pada Sistim Informasi Kepegawaian (Simpeg). Hal ini didasarkan pada kebijaksanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang menetapkan bahwa untuk proses kenaikan pangkat maupun usul mutasi jabatan menggunakan paperless. 
9. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi selain berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding, juga merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Oleh sebab itu, pembinaan dan pengawasan ini akan terus dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan mengunjungi Pengadilan Agama atau dengan cara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
G. Penutup
Dengan renungan singkat tentang Peradilan Agama di Provinsi Jambi ini, marilah kita warga Peradilan Agama bersama-sama menyongsong hari depan yang lebih baik dan kita jadikan Peradilan Agama ini sebagai tempat mengabdi dan berkreasi dengan mewujudkan Peradilan Agama Berkah Dan Berprestasi. Hanya dengan kerja keras dan kebersamaan, dengan senantiasa memohon kepada Allah SWT., kita akan berhasil mewujudkan cita-cita bersama. Amin! 
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Jambi, 06 Februari 2015
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